
407Jurnal PolGov Vol. 2 No. 2, 2020

Ekonomi Versus Pemulihan Kesehatan: 
Telaah Rasionalitas Prioritas Kebijakan 
Pemerintah Indonesia dalam Krisis Pandemi 
Covid-19

Bangkit Adhi Wiguna1, Bara Muhammad Setiadi2, 
Dhivana Anarchia Ria Lay3

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis justifikasi pemerintah Indonesia 

yang alih-alih mengedepankan isu kesehatan, justru memprioritaskan 

kebijakan pemulihan ekonomi dalam merespons krisis akibat pandemi 

Covid-19. Dalam menganalisis fenomena tersebut, kami menggunakan 

metode analisis data sekunder. Data yang dianalisis meliputi statistik 

resmi mengenai perubahan PDB tahun 2020, publikasi lembaga riset, 

dan pemberitaan media massa terkait kebijakan ekonomi Indonesia pada 

masa pandemi. Teori utama yang digunakan untuk mengkaji pilihan 

kebijakan antara ekonomi dan kesehatan adalah teori pilihan rasional 

didukung dengan konsep makroekonomi untuk menjelaskan data mengenai 

ekonomi nasional Indonesia sepanjang tahun 2020. Temuan dan analisis 

menunjukkan bahwa institusi pemerintahan maupun non-pemerintahan 

mengeluarkan kebijakan regulasi atau pun deregulasi yang mengutamakan 

ekonomi daripada kesehatan.
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PENDAHULUAN

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis 

rasionalitas pemerintah Indonesia yang memprioritaskan 

pemulihan ekonomi dalam merespons krisis yang 

diakibatkan oleh pandemi Covid-19. COVID-19 

merupakan sebuah virus yang pertama kali ditemukan 

di Wuhan, Cina dan dengan sangat cepat menginfeksi 

jutaan manusia. Penyebaran yang eksponensial ini 

menyebabkan World Health Organisation (WHO) 

menyatakan wabah COVID-19 sebagai sebuah pandemi 

global pada 11 Maret 2020. Hal tersebut memaksa 

masyarakat berusaha menghentikan sebagian maupun 

seluruh aktivitas guna mencegah penyebaran virus 

COVID-19. Banyak negara yang kemudian menerapkan 

kebijakan lockdown selama berbulan-bulan untuk 

menekan laju penyebaran virus (Dunford et.al., 2020). 

Misalkan di daerah Asia, negara-negara seperti Nepal, 

Malaysia, India, Iran, Pakistan, Bangladesh, Uzbekistan, 

Timor Leste, dan Laos menerapkan lockdown nasional 

pada Maret–April 2020 (Dunford et.al., 2020). Ada 

pula negara-negara di Eropa, seperti Prancis, Jerman, 

Italia, Spanyol, Belgia, Swiss, Austria, Belanda, dan lain 

sebagainya menerapkan kebijakan serupa (Dunford 

et.al., 2020).
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Indonesia pun tidak terlepas dari ancaman virus 

COVID-19. Per tanggal 22 Desember 2020, total kasus 

COVID-19 di Indonesia sudah mencapai sekitar 678 ribu 

dengan korban jiwa sebanyak 20 ribu (Worldometer, 

2020). Untuk menanggapi bahaya COVID-19, 

pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PSBB 

atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Kebijakan 

pembatasan hingga pelarangan pelaksanaan aktivitas 

masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar negara 

menyebabkan perekonomian dunia menurun drastis 

(World Bank, 2020).

MEMPERDEBATKAN PRIORITAS 
KEBIJAKAN DI TENGAH KRISIS: KAJIAN 
PUSTAKA

Menurut Weible et.al. (2020) pandemi COVID-19 

tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tetapi 

juga seluruh aspek kehidupan. Akibatnya, kebijakan 

pemerintah yang diambil untuk menanggulangi dampak 

dari COVID-19 sekaligus turut juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor selain kesehatan, seperti kelembagaan, 

budaya, ekonomi, dan politik. Dalam pengambilan 

keputusan pun, pemerintah harus mempertimbangkan 
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berbagai harga sosial atau ekonomi yang setiap decision 

atau nondecision ciptakan.

Loayza & Pennings (2020) secara eksplisit 

menyusun dikotomi antara menyelamatkan hidup dan 

menyelamatkan penghidupan di tengah pandemi. Oleh 

karena itu, sebuah pilihan harus dibuat antara kesehatan 

(menyelamatkan hidup) atau ekonomi (menyelamatkan 

penghidupan). Namun, menurut mereka beban dari 

pilihan tersebut dapat diringankan oleh kebijakan 

publik.

Loayza & Pennings mengusulkan empat kebijakan 

dalam menghadapi COVID-19. Pertama, meningkatkan 

pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan. 

Kedua, memberi pertolongan untuk masyarakat. 

Ketiga, menolong usaha yang terpengaruh. Keempat, 

melonggarkan sistem finansial. Korea Selatan dirujuk 

sebagai contoh dari negara yang menerapkan solusi ini 

dengan distribusi anggaran 10 persen untuk kesehatan, 

25 persen untuk rumah tangga, dan 65 persen untuk 

usaha.

Walaupun Loayza & Pennings tidak mengabaikan 

aspek ekonomi, solusi yang ditawarkan oleh mereka 

cenderung untuk mengutamakan aspek kesehatan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pengalokasian pengeluaran 
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pemerintah dalam sektor kesehatan dan pertolongan 

finansial untuk menekan aktivitas secara umum. Alokasi 

dana dalam sektor kesehatan secara tidak langsung 

mengalihkan dana yang dapat dialokasikan ke sektor 

lain seperti pembangunan ekonomi.

Laporan dari Federal Reserve Bank of St. Louis juga 

menekan betapa pentingnya ekonomi dalam situasi 

pandemi. Merujuk kembali pada kasus Spanish Flu di 

Amerika, Thomas Garrett meninjau bahwa terdapat 

kebijakan lockdown di beberapa kota di Amerika 

yang tidak direncanakan secara efektif. Dalam jangka 

pendek, kebijakan lockdown justru menyakiti ekonomi, 

terutama dalam sektor bisnis.

Sementara itu, laporan tersebut tidak menemukan 

relasi yang kuat terhadap satu sisi untuk ekonomi 

dalam jangka panjang. Secara individu, asuransi juga 

merupakan hal yang penting saat masa pandemi karena 

asuransi jiwa dapat meminimalisasi dampak ekonomi 

pandemi bagi keluarga yang pencari nafkah utamanya 

terinfeksi virus. Faktor kesehatan juga ditopang oleh 

ekonomi. Infrastruktur kesehatan sebaik apapun tidak 

berguna jika tidak terjangkau atau tidak memiliki sistem 

ekonomi yang dapat menunjang infrastruktur kesehatan 

itu sendiri (Garrett, 2007).
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TEORI PILIHAN RASIONAL UNTUK 
MEMAHAMI PRIORITAS KEBIJAKAN: 
SUATU KERANGKA TEORITIK

Teori pilihan rasional merupakan pendekatan 

ilmu politik yang menggunakan logika ekonomi untuk 

menjelaskan fenomena sosial (Hindmoor & Taylor, 2018: 

39). Kunci dari logika ekonomi adalah berpikir secara 

deduktif, yaitu dari hal umum ke spesifik (Hindmoor 

& Taylor, 2018: 40). Dalam ilmu ekonomi, hal umum 

digambarkan sebagai suatu fenomena sosial sedangkan 

hal spesifik sebagai asumsi perilaku aktor dalam 

fenomena sosial tersebut. Aktor lalu diasumsikan akan 

selalu merespons insentif dengan tindakan yang mudah 

diprediksi (Hindmoor & Taylor, 2018: 41). Oleh karena 

itu, dalam memandang suatu fenomena, ilmu ekonomi 

berusaha memprediksi insentif yang melatarbelakangi 

suatu tindakan tertentu.

Dengan menggunakan logika ekonomi, teori ini 

berasumsi bahwa tiap aktor politik merupakan individu 

rasional yang akan memperjuangkan tujuan sesuai 

kepentingannya sendiri, bebas dari aspek politik yang 

diincar (Hindmoor & Taylor, 2018: 39). Dalam konteks 

ini, aktor tidak harus berupa satu orang individu, tetapi 

juga bisa dalam bentuk kelompok. Misalkan, kelompok 
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kepentingan, partai politik, pemerintah, dan lain 

sebagainya.

Kydd (2008: 427) menyajikan cabang yang spesifik 

mengenai pilihan rasional yang disebut sebagai 

methodological individualism and rational choice 

(MIRC). MIRC menggunakan dasar bahwa aktor 

yang berperan dalam fenomena adalah manusia dan 

tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena seperti 

perang dan kemiskinan menggunakan perilaku individu. 

MIRC berargumen bahwa setiap fenomena harus 

memiliki dasar mikro yang dapat teragregasi menjadi 

fenomena makro. Oleh karena itu, MIRC beranggap 

bahwa fenomena terjadi dari tingkat mikro lalu ke makro 

dan tidak sebaliknya, hal ini termasuk bagaimana aktor 

dianggap sebagai variabel eksogen dan mengabaikan 

proses sosialisasi.

KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK 
MEMAHAMI RASIONALITAS 
PEMULIHAN EKONOMI

Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

Untuk memahami insentif, kepentingan pribadi, dan 

rasionalitas aktor dalam perumusan kebijakan andemi 

COVID-19, tulisan ini menggunakan teori pendapatan 
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nasional, secara spesifik perhitungan Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan sebuah angka 

yang menyimpulkan seluruh kegiatan ekonomi dalam 

suatu satuan tertentu (USD atau IDR) dalam jangka 

waktu tertentu, biasanya satu tahun (Mankiw, 2009: 

18). PDB memberikan gambaran besaran, kesehatan, 

dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Semakin 

besar selisih antara PDB suatu tahun dengan PDB tahun 

sebelumnya, maka semakin besar pula pertumbuhan 

ekonomi negara tersebut (Mankiw, 2009: 23).

Menurut Mankiw, PDB terdiri dari dua pendekatan: 

income approach dan expenditure approach. Dalam 

income approach, PDB dianggap sebagai keseluruhan 

pendapatan yang diterima dalam suatu perekonomian 

dari hasil transaksi barang maupun jasa. Sedangkan, 

dalam expenditure approach, PDB dianggap sebagai 

keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan dalam suatu 

perekonomian untuk mendapatkan barang atau jasa.

Dua pendekatan ini harus bersifat setara karena 

kenaikan pendapatan satu pihak dalam suatu transaksi 

akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran yang 

sama pula pada sisi lain (Mankiw, 2009: 18). Tulisan 

ini menganalisis pertumbuhan ekonomi Indonesia di 

tengah pandemi dengan menggunakan expenditure 

approach.
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Secara matematis, expenditure approach dapat 

dituliskan dengan rumus:

Y = C + I + G + NX

Dengan variabel Y (yield) mewakilkan pendapatan 

nasional (PDB), variabel C (consumption) mewakili 

pengeluaran rumah tangga untuk mendapatkan barang 

dan jasa, variabel I (investment) mewakili jumlah 

pengeluaran untuk barang dan jasa yang akan digunakan 

pada masa depan dalam bentuk modal maupun 

inventaris, variabel G (government expenditure) 

mewakili pengeluaran atau belanja pemerintah yang 

mendapatkan timbal balik berupa barang atau jasa, dan 

variabel NX (net export) mewakilkan nilai ekspor bersih 

sebagai konsumsi barang domestik dalam negara lain 

(Mankiw, 2009: 27).

Model Konsumsi Agregat

Konsumsi agregat merupakan keseluruhan konsumsi 

yang dilakukan oleh rumah tangga masyarakat. 

Konsumsi agregat bisa dimodelkan sebagai berikut:

C = C ̅ + cY

Dengan variabel C (consumption) mewakilkan 

konsumsi masyarakat, variabel C ̅ (autonomous 
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consumption) mewakili konsumsi otonom, yaitu 

konsumsi yang harus dipenuhi bebas dari pendapatan 

yang diterima, variabel c (Marginal Propensity to 

Consume), sebuah bilangan antara 0 dan 1 yang mewakili 

kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi 

untuk setiap kenaikan pendapatan, dan variabel Y 

(disposable income) mewakili pendapatan setelah pajak 

langsung (Mankiw, 2009: 497). Rumus ini mengikuti 

postulasi Keynes bahwa faktor utama yang menentukan 

pengeluaran rumah tangga adalah pendapatan bersih 

ceteris paribus (Mankiw, 2009: 496).

Disposable Income (Yd) adalah pendapatan 

masyarakat yang dapat ditukar dengan barang atau jasa. 

Secara matematis, disposable income dapat dituliskan 

dengan rumus:

Yd = PI - Personal Tax (PPh) - Non Tax Payment

Dengan variabel PI (Personal Income) mewakilkan 

pendapatan pribadi dan variabel Personal Tax 

mewakili pajak penghasilan (PPh) dan variabel Non 

Tax Payment mewakili pembayaran non pajak seperti 

retribusi. Melalui persamaan di atas, bisa dilihat bahwa 

kebijakan pengurangan pajak penghasilan (PPh) akan 

meningkatkan disposable income (Yd).
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Di lain sisi, PI atau personal income adalah total 

pendapatan pribadi seseorang. PI dirumuskan sebagai 

berikut:

PI = NNI + TF - (LT + PP + A + JS)

Dengan variabel NNI (net national income) 

mewakilkan pendapatan nasional bersih/netto, variabel 

TF (transfer payment) mewakilkan pemberian dana 

tanpa timbal balik dari pemerintah (BLT, dana pensiun, 

beasiswa, hibah, dsb.), variabel LT mewakilkan laba 

ditahan oleh perseroan, variabel PP mewakilkan 

pajak perseroan, variabel A mewakilkan asuransi, dan 

variabel JS mewakilkan iuran jaminan sosial (Mankiw, 

2009: 31). Kebijakan pemerintah yang memberikan 

bantuan tunai langsung dan/atau sejenisnya tanpa 

menerima timbal balik akan meningkatkan transfer 

payment. Peningkatan transfer payment akan diikuti 

dengan peningkatan personal income pula. Peningkatan 

personal income akan meningkatkan disposable income.

Ketika disposable income meningkat, maka daya beli 

masyarakat juga turut meningkat. Hasilnya, konsumsi 

masyarakat (C) juga akan meningkat. Jika konsumsi 

masyarakat (C) meningkat maka pendapatan nasional/

PDB (Y) juga akan meningkat.
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POLEMIK PRIORITAS KESEHATAN VS 
EKONOMI DI INDONESIA: MEMETAKAN 
BASIS KEDUA NARASI

Ekonomi: Urgensi di Level Mikro

Melalui pandangan teori ekonomi mikro, perputaran 

roda ekonomi yang semakin cepat di tengah pemulihan 

pandemi dapat diamati melalui berbagai aktivitas 

ekonomi jual-beli dalam level paling sederhana 

sekalipun. Misalkan, kegiatan jual-beli di pasar-pasar 

tradisional dapat menjadi indikator berjalannya kembali 

roda perekonomian. Melansir dari Republika, terjadi 

lonjakan jumlah pengunjung Pasar Gede di Solo setelah 

diberlakukannya kebijakan new normal. Kompas juga 

melaporkan hal serupa di Yogyakarta yang jumlah 

pengunjung tempat wisata Malioboro sudah mulai 

berangsur normal seperti sebelum pandemi.

Selain itu, banyaknya laporan mengenai pelanggaran 

PSBB juga merupakan indikasi dari meningkatnya 

kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, 

bagaimana pun kegiatan ekonomi merupakan aspek 

yang sama vitalnya dengan kesehatan. Oleh karena itu, 

melakukan kegiatan ekonomi yang terhalang oleh PSBB 

paling tidak menjadi motif yang paling dominan untuk 

melanggar PSBB. Dengan demikian, naiknya angka 
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pelanggaran PSBB dapat diasumsikan sebagai naiknya 

kegiatan ekonomi masyarakat.

 Di DKI Jakarta sendiri, per 18 Mei 2020, tercatat 

ada lebih dari 1.200 usaha yang melanggar PSBB, yang 

melibatkan lebih dari 17 ribu karyawan (Kompas, 2020). 

Laporan juga menunjukkan bahwa sejak PSBB, tidak 

tercatat adanya penurunan kunjungan dalam restoran 

maupun pusat perbelanjaan, kunjungan ke tempat-

tempat ini justru meningkat hingga 78 persen (CNN 

Indonesia, 2020). Klaster tempat makan pun mulai 

bermunculan. Sebuah warung bakmi di Yogyakarta 

terpaksa tutup sementara karena salah satu pegawainya 

positif COVID-19 dan menularkannya ke setidaknya enam 

orang lainnya (Pangaribowo & Kontributor Yogyakarta, 

2020). Begitu pula dengan sebuah warung makan di 

daerah Klaten, Jawa Tengah dimana ditemukan enam 

orang positif COVID-19 dan 21 orang kontak erat (Syauqi, 

2020). Begitu pula sebuah rumah makan di Semarang 

yang juga dilaporkan menjadi klaster baru dengan 20 

orang dinyatakan positif COVID-19 (Nazzala, 2020). 

Berbagai bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan 

bahwa di level mikro, pandemi sekalipun tidak mampu 

menghentikan masyarakat untuk melakukan aktivitas 

ekonomi. 
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Sumber: https://news.ddtc.co.id/ekonomi-terus-bergerak-
26137?page_y=0

Hal lain yang bisa menguatkan argumen bahwa 

roda ekonomi tetap tidak terbendung terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Setiap hari, masih banyak pasar 

tradisional yang beroperasi di tengah pandemi (Maskur, 

2020). Kegiatan ini ditangkap secara sempurna melalui 

foto yang berjudul Ekonomi Terus Bergerak oleh 

Sugeng Santoso. Dalam foto tersebut, tampak beberapa 

pembeli dan penjual yang menggunakan masker dan 

berjaga jarak selama melakukan transaksi jual-beli. Foto 

sederhana ini menunjukkan bahwa masyarakat memilih 

untuk tidak meninggalkan kegiatan ekonomi dan justru 
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“berdamai” dengan pandemi. Foto tersebut merupakan 

bukti nyata tidak terbendungnya roda ekonomi.

Ekonomi: Urgensi di Level Makro

Hal yang serupa dapat juga diamati melalui lensa 

ekonomi makro. Menurut laporan Global Economic 

Prospects pada Juni 2020, pandemi COVID-19 

diperkirakan akan mengakibatkan kontraksi 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global sebesar 5,2 

persen, yang merupakan resesi terdalam sejak Perang 

Dunia II (World Bank, 2020). Resesi perekonomian 

secara global ini mulai kentara di kuartal pertama dan 

kedua 2020. Misalnya, kondisi perekonomian Cina 

yang mengalami pertumbuhan PDB negatif sebesar 10 

persen pada kuartal pertama (PwC China, 2020) atau 

Amerika Serikat yang turut mengalami pertumbuhan 

PDB negatif pada kuartal pertama sebesar 5 persen 

dan lagi pada kuartal kedua sekitar 30 persen (BEA, 

2020). Perekonomian Indonesia juga demikian. 

Indonesia mencatat PDB kuartal pertama 2020 di 

angka positif 2,97 persen, menurun nyaris setengahnya 

jika dibandingkan dengan PDB pada kuartal keempat 

2019 (Asia Perspective, 2020). Kemudian, pada kuartal 

kedua dan ketiga tahun 2020 PDB Indonesia tercatat 

menurun di angka negatif 5,32 persen dan negatif 3,49 

persen (Trading Economics, 2020).
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Berbagai sektor ekonomi, besar maupun kecil, juga 

tidak luput dari serangan pandemi COVID-19. Laporan 

dari Financial Times menyebutkan bahwa setidaknya 

ada 157 perusahaan yang telah mengajukan bangkrut 

pada tahun ini (Afriyadi, 2020). Sementara itu, pada 

Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

bahwa sebanyak 29,12 juta penduduk Indonesia 

terdampak pandemi COVID-19, mulai dari pengurangan 

jam kerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

(Victoria, 2020).

Meskipun demikian, berdasarkan data dari World 

Bank, perekonomian global sudah mulai pulih sekalipun 

pandemi semakin memburuk. Peningkatan aktivitas 

ekonomi global terlihat di bidang manufaktur dan servis. 

Global composite Purchasing Managers Index (PMI) 

JP Morgan mencatat peningkatan dari 52,5 menjadi 

53,3 pada bulan September–Oktober 2020. Global 

composite PMI menggambarkan sektor manufaktur dan 

servis global berdasarkan survey bulanan purchasing 

executives dari 32 perusahaan yang menyumbang lebih 

dari 85 persen PDB dunia (Mypivots, n.d.).
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Sumber: https://tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-
investment#:~:text=Foreign%20Direct%20Investment%20in%20
Indonesia,the%20first%20quarter%20of%202010.

Sumber: https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_
indonesia/file/FDI_Realization_Based_on_Sector_Q3_2020.pdf.
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Peningkatan ekosistem investasi juga mulai terlihat 

pada bulan November 2020 dengan index Sentix yang 

menyentuh angka positif untuk pertama kalinya dalam 

sembilan bulan terakhir (World Bank, 2020). Index 

Sentix merepresentasikan ekspektasi pasar investor 

untuk satu bulan ke depan. Di Indonesia, investasi asing 

secara langsung (direct foreign investment) telah naik 

sebesar 1,1 persen menjadi Rp106,1 triliun di kuartal 

ketiga 2020 (Trading Economics, 2020.). Mayoritas 

investasi asing berasal dari Singapura, Cina, dan 

Jepang dengan sektor penerima investasi paling banyak 

adalah industri logam, transportasi, pergudangan, dan 

telekomunikasi (Trading Economics, 2020.). Di sisi lain, 

total keseluruhan investasi, asing maupun domestik, 

naik sebesar 1,6 persen (Trading Economics, 2020.). 

Investasi di Indonesia diproyeksikan akan semakin 

meningkat akibat sejumlah kebijakan deregulasi yang 

akan diterapkan di masa depan. Salah satunya adalah UU 

Cipta Kerja yang mensinyalkan terbukanya Indonesia 

untuk investasi serta penyederhanaan proses penetapan 

SNI (World Bank, 2020: 34).
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Sumber: https://www.pwccn.com/en/research-and-insights/china-
economic-quarterly-q2q3-2020.html.

Pemulihan perekonomian global juga bisa dilihat 

melalui PDB kuartalan di negara-negara tertentu. 

Misalnya, PDB Amerika Serikat yang meningkat sebesar 

positif 33,1 persen pada kuartal ketiga 2020 (BEA, 

2020). Selain itu, PDB Cina juga tercatat sudah mulai 

pulih sejak kuartal kedua dengan peningkatan sebesar 

positif 11,5 persen (PwC China, 2020). Indonesia juga 

diperkirakan akan mengalami peningkatan PDB sebesar 

2,59 persen dari negatif 3,49 persen pada kuartal ketiga 

menjadi negatif 0,9 persen pada kuartal keempat 2020 

(Hendartyo, 2020). Walaupun PDB Indonesia belum 
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berada di angka positif, data di atas menunjukkan bahwa 

tetap terjadi pertumbuhan ekonomi selama pandemi.

Sumber: https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/
nominal-gdp-growth

Kesehatan: Syarat Aktivitas Berjalan

Siti Setiati dan Muhammad K. Azwar (2020: 197) 

memiliki opini yang berbeda. Mereka berpendapat 

bahwa kesehatan seharusnya mendapat prioritas lebih 

daripada ekonomi. Menurut mereka, penanganan 

kesehatan yang buruk pada akhirnya akan berimbas 

kepada ekonomi yang buruk pula. Argumen tersebut 

dibuktikan dengan berbagai temuan terkait pandemi 

Spanish Flu pada tahun 1918. Pada masa pandemi 

Spanish Flu, beberapa daerah yang memiliki indikator 

kesehatan buruk mengalami penurunan dalam aktivitas 
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ekonomi penduduknya. Penurunan tersebut terjadi 

pada sisi supply dan demand. Kesehatan buruk juga 

diperkirakan menurunkan PDB sebesar 15 persen tiap 

tahunnya (Setiati & Azwar, 2020: 197). Menurut Setiati 

dan Azwar, apa yang terjadi pada pandemi Spanish 

Flu satu abad lalu dapat dijadikan pelajaran untuk 

penanganan pandemi COVID-19.

Dalam tulisan tersebut, Taiwan dijadikan contoh 

sukses dalam menangani pandemi melalui kebijakan 

lockdown, terutama mengingat letak geografisnya yang 

dekat dengan Cina, tempat wabah COVID-19 pertama 

kali muncul. Di Taiwan, penanganan pandemi COVID-19 

dilakukan dengan cepat dan tegas sehingga sejak April 

2020, penyebaran virus sudah terkontrol (Setiati & 

Azwar, 2020: 197). 

Pada Juli 2020, PMI (Purchasing Manufacturing 

Index) Taiwan meningkat ke titik tertingginya setelah 

enam bulan (Setiati & Azwar, 2020: 197). PDB Taiwan 

juga meningkat dari negatif 0,71 persen (kuartal kedua) 

menjadi positif 3,91 persen (kuartal ketiga) (Trading 

Economics, 2020). Begitu pula dengan Selandia Baru 

yang sudah menyatakan negaranya bebas COVID-19 

sejak Juni 2020 (BBC, 2020). Ditinjau dari pertumbuhan 

perekonomiannya, PDB Selandia Baru meningkat dari 

negatif 11 persen (kuartal kedua) menjadi positif 14 persen 
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(kuartal ketiga) (Stats NZ, 2020). Dengan demikian, 

Setiati dan Azwar berpendapat bahwa memprioritaskan 

kesehatan dapat memulihkan perekonomian.

EKONOMI SEBAGAI PANGLIMA: 
RASIONALITAS NEGARA 
MEMPRIORITASKAN PEMULIHAN 
EKONOMI DI TENGAH PANDEMI

Di Indonesia, konsumsi masyarakat (C) menyumbang 

lebih dari 50 persen pendapatan nasional (Y) atau PDB 

negara sehingga meningkatkan variabel C menjadi kunci 

pulihnya perekonomian Indonesia (Jayani, 2019). Upaya 

pemerintah Indonesia untuk mengerem pertumbuhan 

minus PDB nasional adalah dengan meningkatkan 

pengeluaran pemerintah (G) dan mengalokasikannya 

ke kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli/

konsumsi masyarakat. Sederhananya, peningkatan 

konsumsi (C) dan pengeluaran pemerintah (G) akan 

meningkatkan pendapatan nasional (Y).

Y = C + I + G + NX

Peningkatan pengeluaran pemerintah dilakukan 

melalui berbagai kebijakan. Misalnya, kebijakan Padat 

Karya Tunai (PKT) atau cash for work yang diterapkan 
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di daerah-daerah pedesaan, terutama yang miskin 

(Kompas, 2020). Dilansir dari laman resmi Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, PKT adalah kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang 

miskin dan termarjinalkan dengan mengutamakan 

pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi 

lokal. Cara kerjanya adalah dengan memberikan 

honorarium langsung tunai kepada tenaga kerja yang 

terlibat melalui dana desa. Tujuannya adalah untuk 

memberikan tambahan upah, meningkatkan daya beli 

masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung 

penurunan angka stunting.

Di tengah pandemi COVID-19, PKT berperan sebagai 

bentuk perlindungan sosial dan stimulus ekonomi oleh 

pemerintah bagi masyarakat (Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 

2020). Ada juga Program Keluarga Harapan (PKH) dan 

Kartu Sembako guna membantu keluarga rentan miskin, 

pekerja sektor informal, dan pekerja harian untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan (Kompas, 

2020). Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, selama pandemi COVID-19, PKH 

telah disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) dengan anggaran total meningkat dari 

Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun. Kartu Sembako 
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juga diberikan kepada 20 juta KPM dengan dana sebesar 

Rp 200.000/KPM/bulan (Maret–Desember). Jumlah 

ini meningkat dibandingkan sebelumnya dimana 

jumlah penerima Kartu Sembako tercatat sebanyak 15,2 

juta KPM seharga Rp 150.000/KPM/bulan (Januari–

Februari). Pemerintah juga mengalokasikan dana 

sebesar Rp 8,6 triliun untuk subsidi pajak penghasilan 

(PPh) yang selama ini dibayar oleh wajib pajak karyawan 

di industri pengolahan (Ihsanuddin, 2020).

Melalui pemberian dana langsung tunai, subsidi, 

pengurangan pajak, dan lain sebagainya, daya beli/

konsumsi masyarakat diharapkan dapat meningkat. Hal 

ini dapat dianalisis dengan melihat rumus disposable 

income (Yd) dan rumus personal income (PI).

PI = NNI + TF - (LT + PP + A + JS) 
Yd = PI - Personal Tax (PPh) - Non Tax Payment

Berdasarkan rumus di atas, pemberian dana dari 

pemerintah (TF) akan meningkatkan personal income 

(PI). Peningkatan PI yang dibarengi dengan subsidi 

PPh akan meningkatkan disposable income (Yd). 

Harapannya, keinginan konsumsi masyarakat akan 

meningkat.
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Keputusan pemerintah untuk mengambil kebijakan 

PKT, PKH, dan subsidi PPh merupakan sebuah pilihan 

rasional. Apabila dibandingkan dengan kebijakan lain, 

misalnya pemotongan Pajak Pengusaha Kena Pajak 

(PKP), tiga kebijakan tersebut lebih menguntungkan 

pemerintah. Sebab, kebijakan-kebijakan tersebut 

mampu menjadi stimulus untuk meningkatkan indikator 

pengeluaran pemerintah (G) sekaligus menjadi stimulus 

konsumsi (C). Sementara itu, kebijakan pemotongan 

PKP hanya mampu menjadi stimulus konsumsi (C) 

saja dengan mekanisme trickle down effect (Aghion & 

Bolton, 1997).

DOMINASI EKONOMI TERHADAP 
SEKTOR KESEHATAN

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan 

COVID-19, Wiku Adisasmito, vaksin COVID-19 harus 

melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum 

memasuki tahap produksi massal (Komite Penanganan 

COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020). 

Pada tahap penelitian dasar, peneliti menelusuri 

mekanisme potensial berdasarkan ilmu yang biasa 

dipakai. Ilmu yang akan dipakai dalam suatu tahap 

penelitian, sebagaimana diungkapkan oleh Ricardo 

Hausmann (2016: 13) adalah salah satu unsur dari 
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ekonomi. Dengan demikian, dalam tahap awal proses 

produksinya saja, vaksin tidak bisa lepas dari ekonomi.

Dalam tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap uji 

praklinis dan klinis, vaksin melalui berbagai proses yang 

lebih kompleks lagi. Meminjam analogi dari Leonard 

E. Read (2015), vaksin pastinya telah melalui proses 

produksi yang kompleks–atau justru lebih kompleks 

lagi–seperti sebuah pensil. Read juga menyebutkan 

bahwa dalam sebuah proses produksi yang kompleks, 

keterlibatan pasar tidak dapat dihindari. Dengan 

demikian, vaksin yang kompleksitas pembuatannya 

melebihi sebuah pensil pasti banyak melibatkan 

mekanisme pasar dalam proses produksinya. Argumen 

ini diperkuat dengan proses produksi massal vaksin 

COVID-19 di Indonesia yang rencananya akan diproduksi 

oleh Perusahaan Sinovac Biotech dari Cina. Keberadaan 

sebuah korporasi mengindikasikan keterlibatan 

pasar dalam produksi vaksin dan keterlibatan pasar 

menunjukkan adanya proses ekonomi yang berjalan. 

Pilihan untuk memesan vaksin dari korporasi tersebut 

merupakan sebuah pilihan yang rasional. Sebab, dengan 

segala kompleksitasnya, vaksin akan tetap memerlukan 

keterlibatan pasar dalam proses produksinya.
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KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, rasionalitas 

prioritas kebijakan pemerintah Indonesia di masa 

krisis akibat pandemi bertumpu pada kalkulasi 

bahwa jika perekonomian pulih maka sektor lain, 

termasuk kesehatan, akan ikut pulih. Dalam artikel 

ini, PDB digunakan sebagai indikator untuk mengukur 

perekonomian. Shock apa pun yang berdampak kepada 

perekonomian, yang dapat diamati dari perhitungan 

PDB, akan memengaruhi kesejahteraan hidup 

masyarakat luas. Melihat hal ini, organisasi dunia 

dan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, memilih untuk mengutamakan perekonomian 

dibandingkan kesehatan melalui berbagai kebijakan 

dan regulasi atau deregulasi yang dikeluarkan. Lebih 

lanjut, artikel ini diharapkan mampu membuka peluang 

bagi penelitian lain untuk mengeksplorasi lebih dalam 

dampak prioritas kebijakan ekonomi di tengah krisis 

pandemi terhadap legitimasi pemerintah.
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